BUPATI KEPULAUAN ARU
PROPINSI MALUKU

FPR Y -

'PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR [° Tamun 20wy

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesagn dan Perkotaan, periu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesig Tahuh 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara mdonesia
Tahun .1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaiman telah diubah
dengan Undang-Undang Nor’rior_ 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987); |

3. Undang-Undang No?nor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189); | A A




Undang-Undang  Nomor 15  Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan ‘Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 36, Tambahan ‘Lembaran Negara Republik Indonesia
Nofnor.4400); ,, \ _ _

Undang—undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dap Kabupaten Kepulauan
Aru di  Provinsi Maluky (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor "155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

Unda_ng-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negéra Republik Indonesig Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagai lana telah diubah dengan Undang-

Gy R eae

. Undang Nomor 12 Tahun 2008 teatang Pemerintahan

10.

Daerah (Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); | _

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun . 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); -

Undang~Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 ‘Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2049);

Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembéntukan Pératuran Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republii{ Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan LemBaran Negara Republik Indonesig Nomor
5234); 3 |

Peraturan Pemer;i:ntah Nomor 135 Tahun 1983 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam raﬁgka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesiag Tahun QOOQ




Menetapkan

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4049};

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

12.

13.

14,

15.

16.

17

Pajak Daerah {Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun
20@1 Nomor 118, Tahz_bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); |

Peraturan Pe‘m‘erintah" Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemeﬁntah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerzh
Kabupaten/Kota (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 473’7];

Keputusan Menteri D!ala_m‘Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupateﬁ“ Kepulauan Aru Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan; ‘

Keputusan Gubernur Maluku. Nomor 48 Tahun 2014
tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan
Daérah Kabupatgg_ Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah
dan R_etribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014
Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &
HAM/III/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian
Nomor Registér 10 ({sepuluh} Perda Kabupaten Kepulauan

Aty

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



© UBABT
KETENTUAN UMUM

Lo

yang  terintegrasi  untuk mengolah
lormasi/data objek dan subjek pajak bBumi dan banan perdesaan dan
rkotaan déngan bantuan komputer, sejak  dari pengumpulan data
elalui pendaftaran, pendataan danipenilaian), pexhberian identitas objek
ak (Nomor Objek Pajak], perekaman data, pemeliharaan basis data,
cetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya),
antauan  penerimaan dan  pelaksanaan penagihan pajak, sampai

12l dengan ketentuan peraturan pefundang—undang‘an perpajakan

+ Jual Objek Pajak, yang sclanjutnya disingkat NJOP adalah harga
:rata yang diperoleh dari transalsi jual beli yang terjadi secara wajar,
‘bilamana tidak terdapaﬁ transaksi juéﬂ beli, NJOP ditentukan
Ialul perbandingan hargaj;dengan objek lain yang sejenis, atau nilaj
¢rolehan baru, atau NJOP péngganti._ _

‘ajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
Eijak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
: kéwajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
‘undangan perpajakan daerah; o -

-Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang s‘élanjunya disingkat SPPT,
adalah surat vang digunakarn untuk memberitahukan besarnya Pajak
; Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada
Wajib Pajak: '

Strat Sctoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atayu penyétoran I;ajak yang telah dilakukan dengan
ménggunakan fonnﬁ;ilir atau 'Eélél:}“ éﬂa.kukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui temi)at pembayaran yaing ditunjuk oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok




N ajak yang terutang;

urat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah
urat untuk melakukan tagihan ‘pajak dén/ atau sanksi administratif
erupa denda dan/atau bunga; _

urat  Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
isingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
mlah kelebihan pembayaran pajalfc karena jumlah kredit pajak lebih
esar daripada pajak yang tefutang atau seharusnya tidak terutang;

wrat  Keputusan Pembgtulan ‘adalah  surat. keputusan  yang

mbetulkan kesalahan tuiis, "kéSdlahan hitung dan/atau kekeliruan

am  penerapan ketentuan .tertentu' dalam  peraturan perundang- |
ndangan perpajakan daerah yang © terdapat dalam SPPT, SKPD,
KPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat
é:putusan Keberatan;

urat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
rhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang
djukan olch Wajib Pajal;

fusan Banding adalah plitusan badan peradilan pajak atas banding
hadap Surat Keputusan Kéberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

hun Pajak adalah jangka waktu yvang lamanya 1 (satu) Tahun kalender;
Jak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun

*

jek  sesuai dengan  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan
tpajakan daerah;

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
Pasal 2

-Pendaf_taran, pendataan dan penilaian objék Pajak dan subjek Pajak
dilakukan dengan SISMIOP. -

Pelaksanazn pembentukan . basis :data SISMIOP dilakukan melalui
kegiatan : | _

a. Pendaftaran objek Pajak dan subj ek Pajak;

b. Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak: dan

¢. Penilaian objek Pajak,



~ Pasal3

Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
uruf a dilakukan oleh subjek Pajak " dengan cara mengisi Surat
mberitahuan Objek Pajak (SPOP).

POP diisi denéan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
an disampaikan ke Dinasi Pendapgtan Dagrah selambat-lambatnya 30
ga puluh) hari setelah tan;ggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau
{asanya. : ' | |

rmulir SPOP sebagaimaiia tercantum dalam Lampiran ‘Pér;.turan

pati ini dan dapat diperqieh dengan cuma-cuma di Dinas Pendapatan

(1) dapat dilakukan dengan alternatif :
pcnyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
“identifikasi objek Pajak; |

: verifikasi dataiobjek Pajak; dan

- pengukuran bidang objek Pajak.

Pasal 5

Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf ¢ dilakukan oleh Dinas Pendapatan. Daerah baik secara massal
rmaupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian
tyang telah ditentukan.

{2) #Hasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

digunakan sebagai dasar peﬁentuan Nilai Jual Objek Pajak {(NJOP).




d

Pasal 7

» yaitu kegiatan pem«efIZihr:u*aanE basis data yang dilakukan oleh
8 Pendapatan Daerah dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan
2 objek Pajak dan subjekf_Pajak yang a_da dengan keadaan sebenarnya
angan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJQP dengan rata-
nilaj pasar yang terjadi di

lapangan, pelaksanaannya sesuai
an prosedur pembentulian basis data.

Pasal 8 ]
ugas yang ::rnelaksanakan kegiatan péndaftaran, pendataan, dan
1.°0objek Pajak dan subjek Péjak. -dalam rangka pembentukan
‘pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala
“yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ]
an peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, | . )

Pasa] 9

Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek
aj:ak dan subjek  Pajak dalam | rangka pembentukan dan/atau
“meliharaan basis data SISMIOP, Dinas Pendapatan Daerah dapat

kerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain vang
rkait, | , -

‘endataan dan  penilaian  objek Pajak dan subjek Pajak dalam
| rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis- data, SISMIOP

*— I:dapat dilakukan oleh pihak_ ketiga yang memenuhi persyaratan teknis
yang ditentukan.

BAB 1T
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKFPD,
‘ ::Pasal 10

Formulir SPPT berisi inforrhasi sebagai berikut ;




- Halaman depan :

1. Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan Kop Dinas

Pendapatan Daerah;-

Informasi berupa tulisén “SPPT PBB Hanya Untuk Kepentingan

Pajak Bukan Mcrupakan Buktl Kepemilikan Hak”;

Kode Akun; o

4. Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;

. Nomor Objek Pajak (NOP); | .
Letak Objek Pajak; A

7. Nama dan‘alamat Wajib Pajak; :

8, Nomor Pokok Wajib Pajal;

.- Objek Pajak;

0.Luas Bumi dan/atau Bangunan;

I. Kelas Bumi dan/ atauBangunian;

2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;

4. NJOP sebagai dasar p'-engenaafn PBB;

5. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk penghltungan PBB; ,
17. Nilai Jual Kena Paiak (NJKP); |
18. PBB yang terutang; ' '

19.PBB yang harus dibayar;
- 20. Tanggal jatuh tempo; dan

21.Tempat Pembayaran.
Halaman belakang :
1. Nama petugas penyampai SPP”“

2. Tanggal Penyampaian;
3. Tanda tangan petugas; dan
4. Informasi lainnya. |
SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunalkan formulir kertas.
Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 1 1

SPPT dapat diterbitkan melalui : . 5
pencetakan massal; atau

pencetakan dalam rangka :




Pembuatan salinan SPPT; dan

eputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan, atau
eputusan pembetulan. _ | |

¢lain ketentuan sebagaiﬁana dimaksud pada angka 1 dan angka 2,
PPT dipergunakan sebagai tindak larijut,p'endaftaran objek Pajak baru
an mutasi objek Pajak dan/atau subjek Pajak.

Pasal 12

Z)El.tl atau Pejabat yang ditunjuk dépat fnengeiuarkem SKPD dalam hal :

POP tidak disampaikari selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
Vl{f:I]a setelah tanggal dlterlmanya SPOP dan setelah Wa_]lb Pajak
éd1tegur secara tertulis; dan

bérdasarkan hasil pemcnksaan atau keterancran lain ternyata jumlah
aJak yang terutang lebih besar dari Jumlah Pajak yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

ulir  SKPD sebagaimana dimeaksud pada ayat (1} sebagaimana
‘antum dalam Lampiran -Peraturan Bupatl ini.

lamat objek Pajak selama leblh kurang 1 (satu} bulan sejak diterimanvya
PPT.

Pasal 14

Sebagal bukti bahwa Wajib Pajak ‘telah menerima SPPT, maka struk
SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Paj‘ak atau wakilnya dengan
imencantumkan secara jelés nama ‘dan tanggal diterimanya SPPT
“dimaksud. |

Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian
~bawah SPPT, Selahjutnya disampaikan kepada Petugas Pemungut,

enerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu




gas 'Peﬁiungu‘f menghimpun struk SPPT yang diterima dari
b Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian

. BABIV
(CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal l_S

:bayara.n Pajak dilakukan - di Kas Dacrah atau Bendahara

isi formulir = SSPD sebagai tanda bukti Vpembayaran
. sebagaimana tercantuﬁi d’él‘éi’ﬁ'l;ampirén Peraturan Bupati ini.

uk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang

" Pasal 16

mbayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas. ~
tuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling
na 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

" Pasal 17

Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusem Keberatan, dan Putusan
Banding, yvang menyebabkan Jumlah Pajak yang harus dibayar
bertambah, harus dilunasi dalam’ jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterbitkan.




) keku dsdanmnys

T

sehmgga Wa_]lb Pajak t1dak akan mampu

- nuhi;.,k@wegm'éﬁ?éjak 132;_1da waktinya.

n hal Wa_l'b-Pa_}ak dlsetu_]ul untuk mengangsur atau menunda

3o .,1?“-;'&

‘gesar 2% (dua'

ﬁag, -

Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

am Pasal 17 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya.
;tetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah . kecuali apabila
ppala Dinas Pendapatan Daerah menganggap tidal«: perlu.

éininan sebagaimanél dimaksud pada ayat (1) dapé,t berupa garansi
ank, surat/dokumen  bukti kepemilikan barang - bergerak,
€nanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat

depo sito.



AT

¢ Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu
elampaui jangka waktu ‘Sébagaimana dimaksud dalam Pasal
t (4) harus memberikan jaminan_ berupa garansi bank sebesar

Pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu
Pasal 19
atas utang Pajgikfidapat diberikan untuk paling lama 12 {dua

. _'iﬂan segjak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan

an Pembayaran Pajak;:dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali

©

(satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak
asih harus dibayar. |

daan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua
bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan
lyaran Paj}ék untuk permohé)nan penundaan atas utang pajak
pa pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 20

fnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana
sud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang
ék untuk tiap angsurar. | | ‘

afnya pelunasan  atas penundaan utang Pajak sebagaimana
aksud dalam Pasal 19 ayat (2} ditetapkéﬂ sejumlah utang Pajak

g ditunda pelunasannya.

ga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat
atau penundaan s$ebagaimana dimaksud pada ayat (2} dihitung
rdasarkan saldo utang Pajak.

Slnga scbagaimana dimaksud ‘pada  ayat (3) ditagih dengan



Pasal 21

mcmpertimbangkah alasan berikut bukti pendukung yang
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
T a, dalam jangka ‘waktu 14 (empat belas hari) hari kerja

- tanggal diterimar}j:(a permohonan secara lengkap diterbitkan

ndnya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas

lapatan Daerah; atau

nolak permohonan Wajib Pajak.

/-

~dalam jangka ‘waktu 14 (empat ©belas) hari kerja
imana dimaksud pada ayat; (1) telah terlampaui dan tidak
suatu keputusan, pe;rmohonan disetujui sesuai dengan
nan Wajib Pajak dan Surat:Keputusan Persetujuan Penundaan
varan Pajak harus diterbitkan palingllama 10 {sepuluh) hari kerja
1 jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.

hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atéu Pejabat
itunjuk menerbitkan Surat | Keputusan Persetujuan Angsuran
glyaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan
Bayaran Pajak. |

am hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada
(2) huruf c, Buf:ati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat

nutusan Penolakan Angsuran/ Penhndaan Pembayaran Pajak.
Pasal 22

am hal terhadap Wajb Pajak yang sedang mengajukan permohonan
tuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak diterbitkan

DLB pengembalian kelebihan = pembayaran  pajak  dan/atau
¢mberian  imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan
dngan  sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda
embayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Pajak Daerah. _

Dalam hal besarnya kelebihan pembayar.an' Pajek dan/atau pemberian



alan bunga lebih kecil dari utang Pajak yang belum diangsur,

arnya angsuran dari si?sa utaﬁg Pajak ditetapkan kembali dengan

getiap angsuran yang teiéh disetujui; dan

masa angsuran paling Ié;ﬁa sarﬁa dengan sisa masa angsuran yang
elah disetujud. | -

pan kembali besarnya angsuran. dan/atau masa angsuran

mberitahukan  kepada ; Wajib Pajak tentang

mindahbukuan/ pembayaran .dan perubzhan saldo utang Pajak
ta permintaan usulan perubéhan angsuran;

jib Pajak harus Ihenyampaikaﬁ usulan perubahan angsuran paling
a 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggél penerbitan Surat Perintah

mbayar Kelebihan Pajak (SPMKP):dan

nenerbitkar Surat. Keputusan %Persetujuan Angsuran Pembayaran
djak yang juga berfungsi sebagai pentbatalan Surat Keputusan
ersetujuan Angsuran Pembayaré.n scbelumnya berdasarkan usulan
ang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh)
ari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

am hal sampai dengan b.atas-waktu sebagaimana dimaksud pada
(3} huruf b, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima
1lan perubahan angsuran' - dart Wajib  Pajak, Bupati atau
at yang  ditunjuk dapat menerbitkan . Surat Keputusan
setujuan Angsuran Pezhbayaran Pajak dengan:

ilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa

asa angsuran; dan
masa angsuran adalah sisa masa angsuran yvang disetujui.
at Keputusan  Persetujuan ' Angsuran Pembayaran  Pajak

agaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas

[




BAB V
TATA CARA PENAGIHAN
: Pasal 23
atau Pejabat yang ditunjuk’ dapat menerbitkan STPD jika SPPT
PD tidak atau kuraﬁg bayar setelah jatuh tempo.

rkan 7 (tujub} hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran

fK_’eputusan Pembetulan /Keputusan Keberatan/Putusan Banding.
‘eguran, Wajib Pajak harus mélunasi Pajak yang terutang.
an Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

igaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

“walktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran jumlah

"yang harus dibayar  dapat ditagih dengan Surat Paksa
mana tercantum ddlam Lampiran Peraturan Bupati ini.
i atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah

' _;_atan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

ajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waltu 2 x 24
dua puluh empat} Jam sesudah tanggal pemberltahuan Surat

‘ak dilunasi se%elah lewat: waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
laksanaan penﬁtaan maka segera fdilaksanakan pengumuman leiang.

pabila utang pajak dan b.iéya penagiharinya yang masih harus dibayar
idak dilunasi setelah lewat. waktu 14 (empat belas} hari sejak tanggal

engumuman lelang maka .segera ditakukan penjualan barang sitaan



barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang

lakukan apabila utang dan biaya penagihannya yang masih

n, penggunaan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan.

Pasal 27 .
Pajak Daerah meclaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
f_enunggugg tanggal jatuh . tempo pembayaran berdasarkan

erintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh

nggung Pajak akan mehin'ggalkan Indonesia untuk selama-
1ya atau berniat untuk itu;
nggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau -

idikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan

an perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
pat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
usaha, atau menggabuﬁgkan ~usaha, atau memekarkan

atau memi‘ndahtangan.kan perusahaan yang dimiliki atau
1g dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

dan usaha akan dibubarkan oléh Negara; atau

jadi penyitaan atas I;Jara.ng Penanggung Pajak oleh pihak ketiga
u terdapat tanda—tandé kepailitan.

Perintah Penagihén Seketika' dan  Sekaligus sekurang-
:.gnya memuat : % o
nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
bésarnya utang pajak; '

perintah untuk membayar; dan

waktu pelunasan pajak.
erbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat

a Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

nkukan dengan ketentuan sebagai berikut

i iditerbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
i:diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
“diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak

Surat Teguran diterbitkan; atau

e vy ..



bitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

BAB VI
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
RANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD ATAU SKPDLB
% YANG TIDAK BENAR

: Pasal 28

angkan atau menghapuskan sanski admmlstrauf Pajak
unga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan

T@’—agak atau bukan karena kesalahannya;dan
rangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau
B yang tidak benar.,

jgan  atau penghapusan sanksi ‘administratif sebagaimana

pada ayat (1) huruf & a’ dapat dilakukan terhadap sanksi

atif yang tercanturn dalam :

iran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, STPD
KPDLB.

Pasal 29

honan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a
Is memenuhi persyaratan sebagai berikut : '
L {(satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;

. diajukan  secara tertulis dalam Bahasa ~Indonesia dengan

mencantumkan besarnya sanksi - administratif yvang dimohonkan

engurangan atau penghapusan disert'a_i alasan yang mendukung



honanmnya; _

piri fotokopi SKPD atau STPPD vang dimohonkan pengurangan
srighapusan sankéi administratif;

Pajak tidak mengajukan keberatan, mengéjukan keberatan
- tidak dipert‘imbangl;an, _étau mengajukan keberatan
ian mencabut keberatanniza atas SKPD, dalam hal

g diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
"_sf'e"mksi administratif yang tercantum dalam SKPD;

-ajak tidak mengeg’ulmnl keberatan, mengajukan keberatan
n tidak  dipertimbangkan, = atau mengajukan keberatan
"'.*:an mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang
t” dengan dengan STPD, dalam hal yang  diajuken
honan pengural:igan ~atau - penghapusan adalah sanksi
. stratif yang tercaﬁjtum dalam STPD;

Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar
-rfmenjad‘f; dasar penghitungan sanksi administratif yang
tum dalam SKPD atau STPD; dan

permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
permohonan ditahdatangani oieh “bukan Wajib Pajak, surat
iohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

dnan pengurangan atau penghapusan sanski administratif yang
menuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
»  bukan  sebagai permohonan  sehingga tidak dapat
-a_ngkan dan kepada Wajib Pajak atau. kuasanya

ukan secara tertulis ~disertai alasan yang mendasari dalam

Pasal 30

ohonan pengui‘angan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB
aimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b harus memenuhi
yaratan : _ _ ' |
{{satu) permohonan uniuk 1 (satu} SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;

diajukan secara tertulis dalam' Bahasa Indonesia dengan

thencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan penguranvan
d_lsertal alasan yang mendukung permochonannya;

dilampiri asli  SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB  yang



enkan pengurangan; |

-Pajak tidak mengajukan 'keberatan atau mengajukan
tan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau
B dalam hal yang diajukan  permohonan pengurangan
_SPPT, SKPD atau SKPDLB;

i

Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan:
;tan namun tidak 'dlpertlmbangkan atas SPPT atau SKPD yang
--dengan S’I‘PD,,, delam hal yang diajukan permohonan
rangan adalah STPD dan

permohonan dltandatangam oleh Wajib Pajak, dan dalam hal

permohonan dltandatanganl oleh bukan Wajib Pgjak, surat

jak -yang mengajukan: keberatan kemudian mencabut
nya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang

ngajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

1an pengurangan SPFPT, :SKPD, STPD atau SKPDLB yang
emenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bukan sebagai permohoﬁan sehingga  tidak dapat
bangkan dan  kepada Wajib Pajak atau kuasanya,
ukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam

aktu paling lama 1 (satu) bulan'terhituhg sejak permohonan

Pasal 31

honan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB
dimana dimaksud dalam Pasal 28 “ayat (1) huruf b diajukan

perseorangan, kecuali untuk SPPT ‘dapat 'juga diajukan secara

pembatalan yang diajukan secara perseorangan

phonan
gaimana dimaksud pada ayat .(__1.); harus memenuhi persyaratan :
(satu) permohonan untuk 1 {(satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;

diajukan  secara tertﬁlis dalam Bahasa Indonesia dengan

dilamipiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang




ichonkan pembatalan; ddan

permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
permohonan  ditandatangani oleh.bukan Wajib. Pajak, surat
chonan tersebut ha:rus dilafnpiri dengan surat kuasa.

nan ;pembatalan . SPPT ~ yang diajukan secara  kolektif

ana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling
ek Rp.200.000,00 (dua.ratus ribu rupiah); -

an secara tertuli$ - dalam = Bahasa Indonesia dengan
cantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

piri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan

lkan melalui Kepala Desa/ Lﬁrah setempat.

nan pembatalan SPP’i‘, SKPD, STPD atau SKPDL

ﬁcrseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
4 diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
jangka waktu paling lama 1 .(satu] bulan terhitung sejak
jonan diterima.

nan penilbatalan SPPT secara kolektif yang tidak
| i persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {3), dianggap
ebagal permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
¢pada Kepala Desa/Lurah setempat  diberitahukan secara
‘disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling

satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

v

Pasal 32 . -

hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan

t harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

pertama. :
honan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
ménuhi persyaratan sebzifgaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30

Pasal 31. o



i-dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan terhitung sejak

a7l tersebut diterima,

suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana
delam Pasal28. =~ |

dalam j%mgka waktu sebégaimana dimaksud pada ayat (1)
lampaui © dan Bupati atau Pejabat yang ditumjuk tidak

suatu, keputusan, permohénan yang diajukan oleh Wajib Pajak

Pasal 34

an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat
3 mengabulkan sebagian atau  seluruhnya . atau  menolak
honan Wajib Pajalk. ‘

 Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati up Kepala
Pendapatan mengenai alasan yang menjadi dasar untuk
ak atau mengabulkan scbagian permchonan Wajib Pajak
bagaimana dimaksud pada ayat (1).
"fas_ti atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara

ulis atas permintaan Wéljib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

- BABVII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

" Pasal35
gurangan ketetapan Pexjak teru.tang dapat diberikan berdasarkaﬁ :
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak; atau

kondisi tertentu objek Pajak.
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imbangan kemampuan membayar Wajib Pajék scbagaimana

aksud pada ayat (‘1] huruf a untuk :

objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veteran pejuang
kemerderkaan, veteran pem‘bela kemerdekaan, penerima tanda
‘jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang

bjek  Pajak  yang | Wajib  Pajaknya orang pribadi yang
erpenghasilan  rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit
ipenuhi; dan/atau

bjek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual

Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan
nengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak

minya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

ana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

istiwa yahg disebat_afka‘ﬁ"’"oi’éh ‘alam antara lain gempa bumi,

nami, gunung meletus, banjir, kekeringan, ahgin topan, dan

ah longsor;

] ,
ab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah

akit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman;dan

) Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan
Iftasi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

ajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah : | |

{t’pertani'an lahan sawah, meﬁputi :

sawah irigasi, adalah: lahan sawah yang sumber air
amanya berasal dari air irigasi; dan
ahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber



itamanya berasal dari curah hujan'.
pcrtamah bukan sawah, meliputi :
Lebun, adalgh lahan bukan sawah (lahan kering) yang
i tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan
han  sekitar rumeh serta 'peng‘gunaannya ‘tidak berpindah-

“

g/huma, adalah.,lahan bukan sawah (lahan kering) yang
iya ditanami tanaman n&usirnan dan penggunaannya hanya
sim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah
subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan Ilahan ini
cherapa Tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah

.

2

adalah lahan yang ditanami tanaman

ebunan,
| ebunan/industri seperti i» karet, kelapa, kopi, teh, dan
- gainya baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga

pun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah

4n  yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini
puti lahan yang ' ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat

masuk bambu, sengon dan angsana, baik yang tumbuh sendiri
upun yang 'sengeg'a;?ditanami misalnya semak-semak dan pohon-
ot yang hasil iltainanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga
anami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija,
api tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan;

dang penggembalaan/padang minput, adalah lahan yang
tisus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang
nentara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu]
un dan kurang dari 2 (dua) Tahun) tidak dianggap sebagai
ahan penggembalaan/padang ‘rumput meskipun ada hewan yang
1gembalakan disana;dan |

ahan yang sementara tidak dlusahakan adalah lahan pertanian
ukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu)
ahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) Tahun. Lahan
sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun
5 digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara
tidak dlusahakem e '

¢k Pajak jalur hijau sebagalmana dimaksud pada ayat (3} huruf b
.a_h bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh



g pada dasarnya tanpa bangunan.

ek Pajék kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
uf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali
g memiliki ratio tutupan Iaha_ﬁ sama dengan O % (nol persen)
ingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini.

ek Pgjak wilayah tertentu | yang_‘ ditetapkan oleh Bupati
agaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam
s-erah yang ditetapkan oleh ‘ﬁgpnegﬁ. untuk mendapatkan pengurangan

ek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan

N

tasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

at diberikan pengurangeih sepanjang seutuhnya dipergunakan sesuai

Pasal 36

aksud pada ayat {1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi

inistratif.

[

D sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yang telah diberikan

urangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda ddministratif.
Pasal 37

gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan

¢
i
i
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honan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
) dapat diajukan secara: '

gorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam
; atau

orangan atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang

Pasal 39

)

secara  tertulis dalam bahasa Indonesia  dengan
_:a'htlimkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon

tai alasan yang jelas; *

permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
f permohonan 'dit'andatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku
II;Uaﬂ sebagai berikut: _

rat permohonan harus dilampiri deﬁgan surat kuasa, untuk:
Wajib Pajak Badan; afau

banyak dari Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah).” .
urat permohonah harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk
Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling
anyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

* diajukan dalam janglka waktu:

3 (tiga) bula_h terhitung sejak tanggal terjadinya bencana |
am; atau f : |

3 (tiga} bulan te:hitung sejak tanggal terjadinya sebab lain



4 r

luar;i' biasa, kecuah v apabila . W&jib Pajak dapat
juklan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat
hi karena keadaan di luar kekuasaannya.

miliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak
ohonkan Pcnguranoan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
alam atau sebab; lain yapg luar biasa; dan

diajukan kebefé‘tan 'atas SPPT atau SKPD  yang
nkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan- keberatan telah
an Surat Keputﬁsan Keberatan dan atas Surat Keputusan
an’ dimaksud tidak diajukan Banding.

an Pengurangan yang digjuken secara kolektif harus
-"'persyaratan" |

) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
secara. tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
umkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon
alasan yang jelas;

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui:

rus Legum Veteran Repubhk Indonesia {LVRI} setempat

pengurus organisaSi terkait untuk pengajuan permohonan;

yala Desa/Lurah setempat.

dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan,
an dalam jangka waktu:

tlga) bulan terhitung sejak tamgbal diterimanya SPPT;

ga) bulan terhxtung sejak tanggal terjadinya bencana alam,

tiga) bulan terhitung sejak tanggal 'teqadinya sebab lain yang

L M e

yang d1mohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek

ia‘jukan keberatan atas. SPPT ygng Q1mohonkan Pengurangan.
Pasal 40

nan Pengurangan sécaré per_seoraﬁgan yang tidak

hi persyaratan sebagairriana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)

bukan secbagai permohonan sehingga tidak dapat




)

angkan.

nan Pengurangan;f secara kolektif yang tidak memenuhi
a.n sebagaimana ggdimaksud dalam Pasal 39 ayat (2]
] Bukem sebagaij pérmohonan sehingga tidak dapat
. permohonan Penguraﬁgan  tidak dapat dipertimbangkan
na dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2}, Bupati atau Pejabat
njuk dalem jangka Waktl.:l paling lama 14 (empat belas) hari

jak  tanggal permohonan tersebut  diterima, harus

ukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
- Pajak ¢ atau kuasanya -dalam hal permohonan diajukan
-'perseoréngan; atau |

r
i

us LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau

a Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan digjukan secara

permohonan Penguraﬁgan tidak dapat diperﬁmbangkan
a dimaksud pada ayat (‘1] atau ayat (2), Wajib Pajak masih
engajukan permchonan _Pengu_réngan kembali sepanjang
persyaratan sebagaimané dimaksud dalam Pasal 39 ayat | l,
an ayat (3). ’

Pasal 41

tau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keputusan
ohonan Pengurangan Pajak yang terutang.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa

, atau menolak permchonan

gjak yang telah ;;diberikain suétu_” keputusan s'ebagaimana
{d pada ayat (1) itidek dapat lagi mengajulan permohonan
angan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

EEL TR



Pasal 42

atau Pejabat 'yarig ditunjuk dalam Jangka waktu paling lama 6
bulan  terhitung  sejak ‘tanggal diterimanya permohonan
ailgan, hérus ‘memberi suatu keputusan atas permohonan
gan. -
| diterimanya permohonan Pengilrangan sebagaimana dimaksud
At (1) adalah: | "
‘: al terima surat permohonan ° Pengurangan dalam hal
mpaikan secara langsung zoleh Wajib Pajak atau kuasanya
:da petugas Dinas Pendaf)atan Daerah atau petugas yang
njuk; atau : |
gal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan,
hal disampaikan -rﬁeié'l‘iﬁ_ﬁés Adengém bukti pengiriman surat.
jangka waktu sebagaimarfa dimaksud pada ayat (1] telah
belum : diterbitkaﬁ, permohonan
angan dianggap dikabulkan, i(:l.em diterbitkan keputusan sesuai
permohonan 'Waj"i_b Pajak dalam jangka waktu paling lama 1
lan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VIII

Pajak dapat mengajﬁkan permchonan kepada Bupati up Kepala
Pendapatan Daerah untuk p‘engembaliail kelebihan pembayaran

lir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ruaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

phonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus

nuhi persyaratan:



g

permohonan diajukan secara %tertulis dalam Béhasa Indonesia

engan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran pajak;

:permohonan dilampiri ffotokopii SPPT, SKPD, STPD dan bukti

embayaran pajak yang sah;dan

urat permohonan ditandatangani oleh Wazjib Pajak, dan dalam

al ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku keétentuan sebagai

erikut ; :

surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk :

a) wajib Pajak badan; atau

b) wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran
Pajak menurut Wajib Pajak lebih besar dari Rp.2.000.000,00
(dua juta nipiah). | | .

surat pcrmohonah harus dilampiri dengan surat kuasa, uatuk

Wajib Pajak érang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak -

menurut Wajib Pajak paling :banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta

rupiah).

()

ermohonan pengembalian . yang tidak memenuhi persyaratan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbanglkan.

. Pasal45

upati atau Pejabat yéfng ditunjuk memberi keputusan atas
mohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dalam
angka waktu paling lama 12 (dua bélas) bulan sejak tanggal diterimanya

mohonan.

at dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
utusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap

abulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang

(dua} bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
cnerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).



SKPDLB sebégaimana' tercantum  dalam  Lampiran

. BABIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJ-AK_
| Pasal 46

g lingkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan
irah meliputi. kewajiban pokok Pajak, bunga .dan/atau denda
inistratif yang tertunggak sampai = dengan tanggal terakhir
itungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPPT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan

,  Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi

tang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat
utusan Pembctulaﬁ, " Surat Kep'utusan' Keberatan,  Surat
utusan  Pengurangan, Rénghapulsan Sanksi Administratif berupa
Z_ga dan/atau denda dfeipat dihapuskén apabila Pajak fersebut tidak
iat atau tidak mungkin. ditagih lagi karena hak untuk melakukan
lagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 47

tang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat
utusan Pembetulan -Surat Kép.utusan Keberatan, Surat
utusan  Pengurangan, Penghapusan Saillksi Administratif berupa
tnga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan
selum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah
sebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
ntang Pajak yang tidak .dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
agaimana dimaksud pada aygl_ﬁ“(“ 1) adalah
ajib Pajak/penanggung  Pajak meninggal duniadengan  tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

wajib Pajak/ penangguhg Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
lagi; | | | |

wajib Péjak/pénanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan
keputﬁsan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak

mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya; dan




Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :

ib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tdak
ngkin dikgtemukan Jagi berdasarkan Surat Keterangan dari
pala Linglfungan /Dusun mengetahui kepala Desa/Lurah; dan

jib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk
amanya  berdasarkan Surat Keterangan  dari  Kepala
gkungan/Dusun mengetah{n Képala Desa/ Lurah.
Pajak/penanggung Pajak iyanlg tidak dapat ditagih lagl
mana dimaksud pada 'ayajt (2) huruf d dibuatkan berita
pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa
t selama 14 (empat belas) hari kerja.

[ Pasal 48

-1
A
‘
H

| Pajak éebagaimanaidimaksﬁld dalam Pasal 46 ayat (2) terlebih
— ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan
indakan penagihan t:)erdasar,kan peraturan perundang-undangan
laku. |

Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan
clum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
ebih dahuiu dimesukkan ke dalam buku Daftar Cadangan
san Piutang Pajak.

Pasal 49

4k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak dilakukan

1 penagihan.
Pasal 50 o

setiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang Penagihan pada
Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan
g Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

~Usulan PEnghapuSEin Piutaﬁg ‘Pajak dan Daftar Cadangan

pusan Piutang Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)



11';1‘tar_fg pajak yang alx.an dihapuskan atau yang
tukiélihapus; _

‘ pen&gihan yang pernah dilakukan; dan
1hapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.
Paj ak%éiitetapkan dleh :

sampal dengan Rpl.S.OO0.000.000.,OO (ima

i ' Pasal 51

“Pendapatan. .Daerah setelah menerima
aftar Usulan Penghapusan dan ‘Daftar Cadangan Piutang Pajak
gera membentuk” Tim untuk meiakukan penelitian terhadap Wajib
ak yang ada ‘dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan
tang Pajak. '

embentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
engan Keputusan Bupati.

alam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat
emerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru
ta Pajak Daerah untuk mendampiﬁgi Tim.

alam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah

ang diterbitkan Dinas Pendapatan Daerzah.

Pasal 52

asil penelitian {,’I‘im sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ajrat

) disampaikan kepada Kepéla Dinas Pendapatan Daerah dalam bentuk

poran sebagaimana diméksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
emuat : _

nama wajib Pajak dan penanggung Pajak;

alamat wajib Pajak/ penanggung Pajak;

Nomor Objek Pajak (NOP); |



i

ggal SPPT/SKPD/STPD/ Sufat_ Keputusan

E Kefbutusan Keberatan/Surat Keputusan

. OT1T10T

Pembetul

Pajalc yang akan dihapuskan atau yang akan
ihapus; f

ang pernzh dilakukan;

au dicadangkan untuk dihapuskan; dan

litlan administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 53

ulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang
1an, Kepala Dinas Pendapatan Daerah

an penghapusan disertai pertimbangan Bupati.

g Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

:,cpﬁtusan Bupati.
Pasal 54

Kepala Dinas Pendapatan Daerah: menyampaika_n petikan Keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada
“Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bidang Penagihan pada Dinas
Pendapatan Daerah. _

Petikan Keputusan Bupati sebagaiman dimaksud pada ayat (1) oleh
Kepala Bidang Penagihanpada Dinas Pendapatan _ Daerah

. segera mengadministrasikan dan menghapus piutang Pajak dari daftar

- piutang Pajak Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
' . Pasal 65

aturan Bupati 1I11 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan



Ditetapkan di Dobo
pada tanggal (2 JwE oy

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU

KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR ../

'




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR |2 TaHUN 20U

TENTANG  TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

MBARAN UMUM

alam prosedur pendaftaran obJek pajak ini, Wajib Pajak merupakan

1hak yang secara aletif meregmtramkan objek pajaknya sendiri. Proses

:eneruskan data dari Wajib Pajak ini ke Fungsi Pendatzan.
T'HAK TERKAIT
Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mermhkl Ob_]Ck pajak berupa tanah dan/atau
bangunan.
Fungsi Pelayanan ;
Merupakan pihak yang menyiaf)kan Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP) sebagai media Wéjib Pajak mendaftarkan objek pajak mereké.
Fungsi Pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang
dilakukan Wajib Pajak hmgga meneruskan data tersebut ke Fungsi
Pendataan. '

Fungsi Pendataan :
Merupakan pihak yang ‘menerima data mengenai~ objek pajak yang
didaftarkan Wajib Pajak melalui Fungsi Pelayanan, Fungsi Pendataan
juga akan melakuken tindak lanjut jika SPOP bermasalah. Kemudian,
data yang telah dlpemksa akan disimpan baik dalam arsip maupun
basis data.

NGKAH-LANGKAH TEKNIS

POP {dua lembar) serta Tanda Terima Pengembalian SPOP (dua lembar.

angkah 2



Wajib Pajak datang ke Fungsi Pelayanan untuk mengambil SPOP.Ketika
mengambil SPOP, Wajib Pajak harus mendatangani kedua lembar Tanda
Terima Penyampain SPOP. Lembar pertaﬁla dokumen ini akan disimpan
oleh Wajib Pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip

Fungsi Pelayanan.

Langkah 3 4

Wajib Pajak mengisi dan mengembalﬂ{an SPOP.Fungsi Pelayanan
memberikan Tanda Terima - Pengemballan SPOP untuk ditandatangani
- Wajib Pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada Wajib Pajak

- sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip Fungsi Pelayanan.

i Langksh 4 |

Fungsi Peldyanan menyiapkan Daftar Pei}yampaian dan Pengembalian
: SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak yang ingin
. mendaftarkan objek pajaknya.Selain itu, pengembalian SPOP yang telah
diisi cleh Wajib Pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.

Langkah 5

.Fungm Pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke Fungsi
Pendataan untuk diiteliti. Jﬂ;a SPOP bermasalah, Fungsi Pendataan akan
: melakukan penelitian lapanéan dan merevisi SPOP tersebut, tetapi jika
: tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta basis data
SPOP. SPOP yang bemaséléh juga akan disimpan ke dalam arsip dan

basis data SPOP sctelah revisinya selesai.

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,
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GODLIEF BROSIUS A. GAINAU



ast t

T

a langsung ke lapangan. Fungsi Pendataan secara aktif

igai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga

kan - data-data tersebut bersama Fungsi Pengolahan

v

lan dari Dlnas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

ang mengumpulkan data objek pajak langsung ke

anah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB-P2,



Fungsi Pendataan menyu$un renééna kKerja Dberdasarkan data dan
formasi tersebut.Rencana . kerja lini digunakan untuk menyusun
rganisasi pelaksanaan pengumpulan data objek' pajak di lapangan.
itu, Tungsi pendataan ' akan menyediaken sket, peta
esa/kelurahan dan sarana pendukung. |

Langkah 3 : :
angkah ini merupakan piekerjaaﬂn‘lapangan untuk memperoleh data
objek pajak.Bersama denoran langkah ini, Fungsi Penilaian melaltukan

pekerjaanya (dijelaskan di baglan pemlsua_n] ‘Terdapat empat alternative
untuk memperoleh data ob_]ek pajak, vaitu:

3.1. Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP

Fungsi Pendataan membuat sket, peta blok berdasarkan sket, peta
desa/kelurahan Sket/peta blok ini kemudian akan digunakan
untuk membuat sket letak relatif bidang bidang objek pajak dan
kelengkapan administrasi. Dengan membuat sket letak relatif bidang
objek pajak dan kelengkapan aélministrasi, Fungsi Pendataan akan
memiliki Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak serta sket
letak relatif bidang. Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak
ini alan disimpan di dalam arsip.

Fungsi Pendatazan akan memberi Nom_or'ObJ:_ek Pajak (NOP) terhadap
objek pajak yang didata dan juga mengidentifikasi kumpulan objek
pajak tersebut berdasarkan batas Rukun Tetangga (RT).

3.2. Mengukur Bidang Objek Pajak 7

Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relative bidang,
Fungsi Pendataan mengukur batas-batas objek ~ajak dan
menempelkan stiker/tanda NOP di banguna.n atau tanah yang sudah

-~

di ukur.

Fungsi Pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak
yang telah diukur lalu- menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib
pajak. |

-Wajib Pajek mengecek data yang di_isikan pada SPOP meraka
kemudian menandatangani SPOP ‘tersebut. Setelah itn, Wajib Pajak
akan mengembalikan SPOP ke P‘ung51 Pendataan.

LT,




D e gReniied SRRt

TRlesiem e, ‘Q‘%\‘_Ah&.’%&\\&ﬁ\.&&‘&& WhR, WER TR W,
Tungs Tendaianmn, mtﬁ%x@es_\\'ﬁ\\aas\. A2ia OUWCR DRk damn Toernnety
TNOP berdasarkan data fersehut.

Pungsi Pendatean mengjsi objels pajak- dan wajid pajak pada SPOP
kemudian memberikan SPOP yang telah- diisi tersebut kepada Wajib
Pajak untuk dﬂconﬁrmasz

Wajib Pajak mengecek data’ yang diisikan pada SPOP mereka
kemudian menandatangani SPOP tersébut Setelah itu, Wajib Pajak
akan mengembalikan SPOP ke Fungs1 Pendataan

ce W e

4. Memverifikasi Data Objck Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relative bidang,
Fungsi Pendataan meneliti ada atau tidaknya perubahan data
mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, Fungsi Pendataan akan
menyalin data yang tersedia ke SPOP.

Jika ada perubahan, maka Fuﬁgsi Pendataan akan melakukan revisi
terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data
lama yang ticiak berubah maupun data baru hasil revisi, akan
diserahkan ke Wajiib Pajak.

Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka
kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak
akan mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan.

Langkah 4

Fungsi Pendataan memberi kode ZNT (Zona Nilai Tanah) berdasarkan
SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode
ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan mgncliti SPOP sendiri
terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokkan
SPOP yang sudah lengkap dengan sket‘-/ peta blok/ZNT.

Langkah 5 |

Berdasarkan data pasar, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB],
peta blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT, Fungsi Pendataan
akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkannya ke

Fungsi Pengelolaan Data
Langkah 6
Fungsi Pengolahan Dat_é menyimpan data-data ini ke dalam basis

data mereka lalu mengembalikan‘ dokumen-dokumen aslinya ke



fungsi Pendataan. Ftingsi Pendataan kemudian akan menyiapkan

dokumen-dokumen ini dalam arsip-arsip yang sesuai.

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,
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OSI . GAINAU
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PROSEDUR PENILAIAN OBJEK PAJAK

GAMBARAN UMUM

Dalam prosedur penilaian objek pajak 1n1, Fungsi Penilaian Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan:dan Aset Daerah akan menilai objek
pajak, baik yang didaftarkan oleh: Wajib Pajak sendiri maupun yang
didata oleh Fungsi Pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah
maupun bangunan ini, Fungsi Penilaian dapat menilai secara massal

maupun individual.

PIHAK TERKAIT

1. Fungsi Penilaian
| Merupakan bagian dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke
lapangan.Tahapan yang dilalukan mulai dari persiapan pengambilan
data ke lapangan hingga penyimpaﬁan data-data yang berhasil

diperoleh ke dalam arsip.

2. Fungsi Pendataan
Fungsi Pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP ke Fungsi
Penilaian agar obj ek—objék pajak yang terdata dapat dinilai.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Untuk penilaian massal, ada tiga macam pénilaian vang dapat dilakukan,
yaitu penilaian ‘massél tanah, penilaian massal bangunan dengén Daftar
Biaya KomponenuBangunaﬁ: (DBKB) objek pajak standar dan juga Daftar
Biaya Komponen Bangunan (DBXB) i‘objek pajak non standar.

[P e

C.1.1. Penilaian Massal Tanagh
Langkah 1 |
Fungsi Penilaian mempefsiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk :menilai - tanah secara massal. Dokumen-
dokumen ini terdiri dari peté wilayah, peta desa/kelurahan, peta
blok, peta ZNT, ZNT lama, data Nilai Indikasi Rata-rata {NIR}, data
dari laporan Notaris/PPAT, data potensi pengembangan wilayah

serta data jenis penggunaan tanah.

Langkah 2




C.1.3.

Fungsi Penilaian mengumpﬁlkaﬁ data harga jual tanah untuk
menentukan nilai . pasar wajar. Nilai pasai wajar ini akan
digunakan untuk 'mgne:ntukan nilai pasar tanah per meter persegi.
Langkah 3 O

Fungsi Penilaian membuat batas imajiner Zona Tanah (ZNT) untuk

membuat konsep peta ZNT dengan batas imajiner, konsep peta ini

akan digunakan untuk menganalisis data guna menentukan Nilai
Indikasi Rata-rata (NIR) setiap kode ZNT. Hasil NIR setiap kode
ZNT kemudian diteruskan ke Fungsi Pelayanan.

Langkah 4
Fungsi Penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan
untuk menyiapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi. Daftar
NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan
digunakan sebagai salah satu komponen dalam mehghitung PBB-
P2 terutang.- |

Penilaian Massal Bangunan denvan DBXB Objek Pajak Standar
Langkah 1

Fungsi Pcmlalan membuat Volume Jenis Pekerjaan serta data
harga satuan pek_eljaan dalam rangka menyusun rencana

anggaran biaya bangunan

Langkah 2

Setelah memiliki data biaya dasar total bangunan, Fungsi
Penilaian menghltung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk
mendapatkan DBKD objek pa;ak standar, kemudian DBKI yang
dihasilkan diteruskan ke Fungsi Pengolahan Data.

Langkah 3

Fungsi Penilaian menentukan NJOP b;ngunan standar.NJOP
bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini
akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung
PBB-P2 terutang. |

Penilaian Massal Bancunan dengan - DBKB Objek Pajak Non
Standar

Langkah 1

Fungsi Penilaian menyusun daftar komponen utama bangunan,
nilai komponen material bangunan, serta d.aftaI nilai komponen

fasilitas bangunan.. -

Langkah 2




Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan,daftar nilai
komponen material baangunan, serta daftar nilai komponen
fasilitas bangunan terscbut, Fungsi Penilaian membuat DBKB
objek pajak non standar.

Langkah 3 : :

Fungsi Penilaian menentukan NJ OP'b'angunan non standar.NJOP
bangunan non standar merupak_an ';keluaran‘dari tahapan ini.
NJOP ini akan diguhakan sebagai salah satu komponen dalam
menghitung PBB-P2 terutang. ‘

Sementara itu, penilaian individual memiliki tiga jenis pendekatan,
vaitu pendekatan data pasar (untuk pasar), pendekatan biaya
(untuk tanah dan bangunan) dan juga pendekatan kapitalisasi
| pendapatan. ‘ |

Penilaian dengan Peﬁdekatan Data Pasar (untuk Tanah)

Langkah 1 _

Fungsi Penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek
pajak; membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen-
dokumen pendukung seperti SPOP dan Lembar Kerja Objek
Khusus (LKOK). |

Langkah 2

Fungsi Penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan
membandingkanya dengan _objek‘ pajak terkait. Jika selisihnya
kurang dari 10% terhadap NIR, Fungsi Penilaian akan
menggunakan ‘NIR sebagai dasar penetapan PBB-P2. Namun, jika
selisihnya lebih dari 10%, Fungsi Penﬂa;‘ana akan membuat

Rekomendasi NIR untuk penilaian metode berikutnya.

Langkah 3
Fungsi Penilaian menentukan NJOP bumi.NJOP bumi merupakan
keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah

satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang.

Penilaian dengan . Pendékatan Biaya ( untuk Tanah dan
Bangunan |}

Langkah 1 _

Fungsi Penilalan melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan

LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan




C.2.3.

sama dengan pada féhap penilaian dengan pendekatan data pasar.

Sementara itu, untuk bangunan, Fungsi Penilaian perlu

- menghitung 1‘11181 perolehan baru bangunan terkait lalu di kurangi

nilai penyusutan.’

Langkah 2 _

Fungsi Penilaian meneritukan NJOP, baik untuk bumi dan
bangunan.NJOP bu@ﬁi dan NJOP bangunan merupakan keluaran
deri tahap ini. NJOP ini akan digunakan scbagai salah satu
komponen dalam mf;:hghitung PBB—‘_PQ terutang.

Penilaian drengan élfg’endekatan Kapitalisasi Pendapatan {untuk
Bangunan) : '

Langkah 1 ,

Fungsi Penilaian melakukan penilaian objek Pajak Bumi dan
Bangunan dengan céra menghitung atau memperkirakan seluruh
pendapatan objek pajak dalam satu tahun dikurangi dengan
tingkat kekosongan dan biaya-biaya operasi. Selanjutnya dari
pendapatan bersih objek pajak dikapitalisasikan dengan tingkat
kapitalisasi tertentu yang telah ditetapkan untuk mendapatkan
NJOP. -

Langksh 2
Fungsi Penilajan menentukan NJOP Bumi dan Bangunan, NJOP

e bd e o

Bumi dan/atau Bangunan ﬁleru_pakan keluaran dari tahap ini.
NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam
menghiturig PEB-P2 terutang. |

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

l
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PROSEDUR PENETAPAN PBB-P2

AMBARAN UMUM

rosedur. penetapan ini rflencakup tahapan Fungsi penetapan dalam

encetak dan menyampalkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
(SPPT} kepada wajib pajak Dalam proses dlStI'lbLlSl SPPT Fungsi
'Penetapan dibantu oleh g_petugasi di tempat pembayaran PBB-P2.
'Disamping itu, prosedur ini juga. mencakup prqées keberatan yang

mungkin diaujukan oleh wajib pajaki

PIHAK TERKAIT

1. Fungsi Pengolahan Data

Fungsi Pengolahan data merupakan pihak yang menyediakan basis-
basis data: data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, serta net konsep
sket/peta ZNT untuk digunakan oleh Fungsi Penetapan.

2. Fungsi Penetapan '

Fungsi penetapan merupakan plhak yang mencetak SPPT, STTS, serta
Daftar Hlmpunan Ketetapan Pajak (DHKP) berdasarkan basis data
yang disediakan serta menyampaikanya dan STTS di dalam arsip
mereka.

3. Tempat Pembayaran PBB- PQ
Petugas / Tempat Pembayaran PBB-FP2- -adalah pihak yang menerima
DHKP, SPPT kepada WP, serta menyimpan DHKP lembar kedua dan
STTS di dalam arsip mereka.

4. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah pihak yang berkewaﬂban membayar PBB-P2
sekaligus memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa
ketidaksesuaian, misalnya tentang jumlah pajak terlitang yang harus
dibayar. |

5. Fungsi Pelayanan _

Fungsi Pelayanan merupakan“plhak yang menerima data-data yang
disampaikan Wajib Pajak dalam: rangka mengajukan keberatan seria
memverifikasikannya.

6. Kepala DPPPKAD

Kepala DPPKAD merupakan pihak yang membuat surat keputusan
mengenai keberatan yang diproses. berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan.




LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1 ‘:; .

Fungsi Penetapan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),
Surat Tanda Terima Sementara (STTS}, serta dua lembar Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta
blok, SPOP, dan net konsep sket/peta ZNT yang diperoleh dari Fungsi
Pengolahan Data. - |

Langlkah 2

Fungsi Penetapan menyerahkan DHKP serta STTS ke Tempat Pembayaran
- PBB-P2. Tempat Pembayaran PBB-P2 akan menyimpan STTS dan lembar
pertama DHKP ke dalam arsip ma;sing-masing kemudian menyerahkan
lembar kedua DHKP kepada petugas. Fﬁngsﬁ Penetapan juga akan
mendistribus_ikaﬁ' SPPT ke Wajib Pajak melalui Petugas/Tempat
Pembayaran PBB-P2. '

Langkah 3

Wajib Pajak yang merasa keberatan derigan jumlah pajak terutang
mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan surat .keberatan,
SPPT/Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta bukti pendukung yang

diperlukan kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan memverifikas’i kebenaran surat keberatan, SPPT/Surat
Keberatan Pajak (SKP) serta bukti pendukung yang diserahkan oleh Wajib
Pajak. Jika sesual dan memenuhi persyaratan, surat keberatan serta

bukti pendukung tersebut akan diteruskan ke Fungsi Penetapan.

Langkah 5 :

Fungsi Penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT/Surat Ketetapan
Pajak (SKP} serta bukti pendukung. Jika dapat dipreses lebih lanjut,
Fungsi Penetapan akan menerbitkaﬁ Berita Acara (BA) Pemeriksaan dan
memberikannya ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (DPPKAD).

Langkah 6 | A
Kepala DPPKAD membuat Surat Kepu’_cusan berdasarkan BA Pemeriksaan
dan menyerahkan ke Fungléional Penetapan 'untuk diteruskan ke Wajib

Pajak.



PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIEF A
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PROSEDUR PENGURAN GAN PBB-P2

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan PBB-PQImempaka'n proses yang dilakukan Fungsi
Penetapan dalam menetapkan: persetujuan /penolakan atas pengajuan

pengurangan PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Penctapan

kemudian memeriksa surat perfnohonan pengajuan pengurangan PBB-P2

* beserta data pendukung terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala

Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan.

PIHAX TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan surat permohonan pengurangan
atas PBB-P2.

2. Fungsi Pelayanan
Fungsi Pelayanan merupakan pihak yang menerima dan memverifikasi
surat permochonan pengajuan pengurangarn PBB-P2 beserta data
pendukung yang disampaikan Wajib Pajak serta- menerbitkan tanda
terima  permohonan pengajuan = pengurangan PBB-P2 dan
meneruskannya ke Fungsi Penetapan.

3. Fungsi Penetapan
Me_rupakan pihak yang bei‘-wénang dan ‘bertugas untuk:
v" Memeriksa permohonén pehgajuan pengurangan PBB-P2
v Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

v Menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan rPengurangan PBB-P2 atau

Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Wajib Pajak menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Pengurangan

PBB-P2 beserta data pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2




e e s

Fungsi Pelayanan memverifikasi- Suratl Permohonan  Pengajuan
Pengurangan PBB-P2 beserta data pendukung yang diserahkan oleh
- Wajib Pajak. Jika sesuai dan dapat diproses, Fungsi Pelayanan

menerbitkan tanda terima pengajuan pengurangan PBB-P2 dan surat

permohonan pengajuan peﬁgurangan PBB-P2 beserta data pendukung

tersebut diteruskan ke Fungsi Penetapan.

Lahgkah 3

Fungsi Penetapan memeriksa surat permohonan pengajuan pengurangan
PBB-P2 beserta data pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, Fungsi
Penetapan akan menerbitkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan dan
memberikannya ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Dacrah (DPPKAD)

Langkah 4 :

Kepala DPPKAD membuat Surat Keﬁutusan berdasarkan BA Pemeriksaan
dan menyerahkan ke Fungsional Penetapan untuk diteruskan ke Wajib
Pajak. ‘

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

—_—D A/!\ _

GODLIEF AMBROSIUS A. GAINAU




PROSEDUR PEMBAYARAN PBB-P2

GAMBARAN UMUM o | |

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran PBB- M

P2 yang dapat dipilih oleh 'wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut, |

tempat pembayaran yang ditﬁnjuk seperti bank dan/atau kantor pos
- tertentu atau melalui Tempat P;mbayaran Elektronik.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Wajib Pajak merupaka;l pihak  yang menyerahkan Surat
Pemberitahuan Pajak Té?rutang (SPPT}, baik ke petugas pemungut,
tempat pembayaran yaﬁg ditunjuk, ataupun Tempat Pembayaran
Elektronilk, ‘ |

2. Tempat Pembayaran PBB-P2 _ _
Petugas di Tempat Pembayaran PBB-P2 merupakan pihak yang akan

memverifikasi dan menandatangani STTS, menyiapkan daftar realisasi,
menyetor PBB-P2 ke kas bank, dan membuat buku penerimaan dan

penyetoran.

3. Tempat Pembayaran Elektronik
Petugas di TPE-akan mencatat pembayaran PBB-P2 yang dilakukan WP
melalui TPE terkait.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran yvang Ditunjuk

Langkah 1 ) ‘.
Tempat Pembayaran yang ‘Ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT |
vang diserahkan oleh Wajib Pajak, mencocokkan data Wajib Pajak,
kemudian menandatangani STTS (tiga lembar).Lembar pertama STTS

diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran PBB-P2. é

Langkah 2 L :
Tempat Pembayaran PBB-P2 melakukan pencatatan PBB-P2 yang
telah diterima baik Daftar Realisasi serta Buku Penerimaan dan
Penyetoran PBB-P2.

Langkah 3




Tempat Pembayaran PBB-P2 ‘menyetorkan PRB-P2 vang telah di
bayarkan ke kas bank STTS lembar kedua akan diserahkan kepada
Bendahara Penerimaan dan yang ke tiga alkan disimpan ke dalam
arsip STTS di Tempat Pembayaran PBRB-P2. Setelah meyetorkan PBB-
P2 ke bank, Tempat Pembayaran PBB-P2 akan menerima Surat
Tanda Setoran (STS) sebanyak ‘dua lembar.

Langkah 4 X ;

Tempat pembayaran PBB-PQ alkkan mencatat penyetoran pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran kemudian menyefahkan lembar pertama
STS kepada Bendaﬁara Penerimaail dan menyimpan lembar

keduanya di dalam arsip.

. Pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran Elektronik

Langkah 1

Wajib Pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas
pembayaran~yang telah'dﬂakﬁkannyé baik melalui Anjungan Tunai
Mandiri (ATM}, telepon seluler-dan /atau internet, kepada TPE.

Langkah 2 :

PE membuat Daftar Pembayaran PBB-P2 berdasarkan bukti bayar
remudian mengembalikan bukti bayar tersebut ke Wajib Pajak.
Kemudian, Wajib Pajak memberikan bukti bayar ke Tempat
Pembayaran PBB-P2 untuk memperoleh STTS.

Langkah 3

Tempat Perﬁbayaran yang Ditunjuk melakukan verifikasi atau SPPT
yang diserahkan oleh Wajib Pajak dan kemudian menandatangani
STTS (tiga lembar ). Lembar pertama STTS diserabkan kepada Wajib
Pajak sebagai tanda Pembayaran PBB-P2.

Langkah 4 ,
Tempat Pembayaran PBB-P2 melakukan pencatatan PBB-P2 yang
telah diterima baik di Daftar Realisasi serta Buku Penerimaan dan

Penyetoran PBB-P2.

Langkah 5 _
Tempat Pembayaran PBB-P2 menyetorkan PBB3-P2 yang telah

dibayarkan ke kas Bank. STTS lembar kedua akan di serahkan .

kepada Bendahara Penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke




dalath arsip STTS '?‘di 'Terﬁpat Pembayaran PBB-P2. Setelah

menyetorkan PBB- PQ ke Bank, tempat Pembayaran PBB-P2 akan
menerima Surat Tanda Setoran (STTS) sebanyak 2 lembar.

Langkah 6 ,

Tempat pembayaran PBB-P2 akan mencatat penyetoran pada Buku

Penerimaan dan Penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama.

STS pada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya
di dalam arsip. '

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

vy
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PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2

e

GAMBARAN UMUM

Prosedur penagihan PBB-P2 ini dijalankan ketika Wajib Pajak terlambat
membayar PBB-P2 dan/atau membayar dengan jumlah yang
kurang.Fungsi penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan
dokumen-dokumen berupa Surat Tagihan Pgjak (STP), Surat Teguran
dan/atau Surat Paksa.

PIHAK TERKAIT

1. Fungsi Penagihan : |
Fungsi penagihan adalah pihak yang ménerbitkan dan mengirim Surat
Tagihan Pajak ke Wajib Pajak serta menerbitkan surat téguran hingga
surat paksa jika Wajib Pajak tidak melunasi PBB-P2-nya

2. Wajib Pajak |
Wajib Pajak akan menerima .surat tagihan pajak terutangnya dan
menindaklanjuti surat terseb'ut, baik fnembayar PBB-P2-nya maupun
tidak.

3. Fungsi Pengolahan Data :
Fungsi Pengolahan Data adalah pihak yang menyediakan Daftar
Tunggakan PBB-P2 ke FungsiA Penagihan sebagai dasar penerbitan
Surat Tagihan Pgj ak. |

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

-~

Langkah 1 : _
Fungsi Penagihan meminta daftar Tunggaken PBB-P2 kepada Fungsi
Pengolahan Data. Lalu dafﬁér ini akan dfiteliti sebagal acuan penerbitan
Surat Tagihan Pajak / STP (2 lembar}.

Langkah 2

Fungsi Penagihan mcnyim?gp___l_e;nbar kedua STP ke dalam arsip dan
menyerahkan lembar pertamanya kepada Wajib Pajak.

Langkah 3




Pajak akan melaloakan penyetoran PEB-P2 sesusi cara pembayaran yang
dipilihnya. Penyetoran PBB-P2 ini secara otomatis akan memperbaharul
Daftar Tunggakan PBB-P2 yang dimiliki fungsi pengolahan data. Namun,
jiké Wajib Pajak tetap. tidak membayar, fungsi penagihan akan

menerbitkan Surat Teguran.

Langkah 4 ‘

Fungsi Penagihan Menerbitkan Surat 'Tcguran bagi Wajib Pajak yang
belum juga membayarkan. PBB-P2 térutangnya. Lembar kedua akan di
arsipkan sementara lembaran pertéma akan disampaikan kepada Wajib
Pajak terkait. '

Langkah 5 -

Pajak Penerima Surat Teguran akan melakukan penyetoran PBB-P2
sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetran PBB-P2 ini secara
otomatis akan memperbarui Daftar Tunggakan PBB-P2

vang di miliki oleh Fungsi Pengolahan data. Namun, jika Wajib Pajak
tetap tidak membayar, Fungsi Penagihan akan menerbitkan Surat Paksa.

Langkah 6
Penagihan menerbitkan Surat Paksa bagi Wajib Pajak yang belum juga
membayarkan PBB-P2 terutangnya. Lembar kedua =akan diarsipkan

sementara lembar pertama akan disémpaikan kepada Wajib Pajak terkait.

Langkah 7

Pajak penerima Surat Paksé akan melakukan penyetoran PBB-P2 sesuai
cara pembayaran yang dipiﬁhnya. Penyetoran PBB-P2 ini secara otomatis
akan memperbarui Daftar Tunggakan PBB-P2 yang dimiliki oleh Fungsi
Pengolahan Data. Namun, ji’ka Wajib Pajak tetap tidak membayar, Fungsi
Penagihan akan menindalﬂanjuti Wajib Pajak terkait. Bentuk tindak
lanjut yang dilakukan dapat berupa penuntutan, pelelangan aset Wajib

Pajak, dan lain-lain.

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIEF AM




PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PBB

GAMBARAN UMUM

Dalam prosedur pencatatan penerimaan PBB-P2 ini, semua pendapatan

PBB-P2 yang masulk, baik melalui tempat pembayaran PBB-P2 maupun

Tempat Pembayaran . Elektronik (TPE) akan dilaporkan ke Bendahara

Penerimaan sebagai dasar menyusun Laporan Pertanggungjawaban ({LPJ)

Bendahara Penétrimaan.‘sremua laporan yang dibuat oleh pihak-pihak

yang legal untuk menerima pembayaran PBB-P2 serta LPJ Bendahara

penerimaan akan disampaikan kepada DPPKAD.

PIHAK TERKAIT

1.

Tempat Pembayaran PBB-P2 _

Tempat Pembayaran PBB-P2 meru.pakan tempat yang dapat
didatangani oleh Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 mereka secara
langsung. Pembayarah. PBB-P2 melalui petugas pemungut serta
Tempat Pembayaran Eilektronik pun akan diteruskan ke Tempat

‘Pembayaran ini.

Bendahara Penerima g |

Merupakan Pihak yang bertémggung jawab untuk menyiapkan
Laporan - 'Pertanggungj:awaban {IJP} Bendahara Penerima dan
menyerahkanya kepada DPPKAD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
PPK adalah pihak memverifikasi LPJ Bendahara Penerimaaan, STTS

dan STTS dari Bendahara Penerimaan.

Kepala DPPKAD ' o -
Kepala DPPKAD mengesahkan LPJ Bendahara Penerimaan, STTS dan
STS yang telah diverifikasi oleh PPK.

Tempat Pembayaran PBB-P2
Petugas di Tempat Pembayaran PBB-P2 merupakan pihak yang akan
menyerahkan daftar realisasi pembayaran PBB-P2 ke DPPKAD.

Tempat Pembayaran Elektronik (TPE} |
Petugas di Tempat Pemb"ayaran PBB-P2 merupakan pihak yang akan
menyerahkan daftar realisasi pémbayaran PBB-P2 ke DPPKAD.

DPPKAD




.

PROSEDUR PENGURANGAN PRB-P?

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan PBB-p2 merupakan proses yang dilakukan Fungsi

Penetapan dalam menetapkan pefsetujuan/penolakan atas pengajuan
bengurangan PBB-P2 terli;tang dari Wajib Pajak. Fungsi Penetapan
kemudian memeriksa suratéi)ermohonan pehgajuan pengurangan PBB-P2

beserta data pendukung ter%aitobjek pajak.

Pemberian pengurangan seﬁfdiri dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala

Daerah yang berisi tentang Eriteria dan kategori pengurangan.

i

PIHAK TERKAIT

1.

Wajib Pajak 7 _
Merupakan pihak yang mengajukan surat permohonan pengurangan
atas PBB-P2. |

Fungsi Pelayanan

Fungsi  Pelayanan merupakah pihak yang menerima dan
memverifikasi surat permochonan pengajuan pengurangan PBB-P2
beserta data pendukung yang disampaikan Wajib Pajak serta
menerbitkan tanda terima permohonan pengajuan pengurangan PBB-

P2 dan meneruskannya ke Fungsi Penetapan.

Fungsi Penetapan o

Merupakan pihak yang berwenané dan bertugas untuk:

v Memeriksa permohonan pengajuan péngurangan PBB-P2

v' Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

v Menerbitkan Surat Peﬁblakan Pengajuan Pengurangan PBB-P2 atau

Surat Keputusan PengﬁrangaanBB-'PQ. |

LANGKAH-LANGKAH TEXNIS

Langkah 1 ;
Wajib Pajak menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Pengurangan
PBI-P2 beserta data pendukung_@;gpada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2




Fungsi Pelayanan memveﬁﬁkasi Surat Permohonan Pengajuan
Pengurangan PBB-P2 beserta data ﬁendukung yang diserahkan oleh
Wajib  Pajak. Jika sesuééi dan dapat diproses, Fungsi Pelayanan
menerbitkan tandg t_erimafpengajuan'pengurangan PBB-P2 dan surat

permohonan pengajuan péhgurangan PBB-P2 beserta data pendukung
tersebut diteruskan ke Fungfsi Penetapan.

Langkah 3 7

Fungéi Penetapan memerﬂc:;a s{lrat permohonan pengajuan bengurangan
PBB-P2 beserta data pendul«iﬁné. Jika dapat di;;roses lebih lanjut, Fungsi
Penetapan akan menérbitkan; Berita Acara (BA) Pemeriksaan dan

memberikannya ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD)

Langkah 4

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,
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